
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

NOMOR  9 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMBAWA, 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan 
saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan 

dalam Tahun Anggaran 2012, maka perlu dilakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1665); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2009 
tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan 

Rakyat, danDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4592); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
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Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 5219); 

28. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan 

Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
DalamNegeriNomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

33. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2011 tentangPembentukanProdukHukum Daerah; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2011 Nomor 4). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 
dan 

BUPATI SUMBAWA 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula 

berjumlah Rp. 817.324.169.486,09 bertambah sejumlah Rp. 121.227.654.900,46 
sehingga menjadi Rp. 938.551.824.386,55 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp.  776.581.032.129,51 
b. Bertambah/(berkurang) Rp.    80.276.989.066,68 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 856.858.021.196,19 

   
2. Belanja 

a. Semula Rp. 808.305.661.936,59  

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 121.121.414.900,46 
 Jumlah Belanja  setelah Perubahan Rp.929.427.076.837,05 

Surplus/(Defisit) setelah Perubah Rp.(72.569.055.640,86) 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan   

1) Semula  Rp.  46.923.744.324,58  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  34.770.058.865,78  
Jumlah Penerimaan  setelah Perubahan Rp. 81.693.803.190,36 

 

b. Pengeluaran   
1) Semula  Rp.  9.018.507.549,50 

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  106.240.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.  9.124.747.549,50 
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 2.514.705.640,86 

Sisa lebih pembiayaan anggaransetelah Rp.   0 

perubahan 
 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula  Rp.    66.755.174.019,86  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  4.713.046.417,33  

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp.71.468.220.437,19 
 Perubahan  

 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula  Rp.  694.636.219.462,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.    1.482.862.136,00  

Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp. 696.119.081.598,00 
Perubahan  
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

1) Semula  Rp.   15.189.638.647,65  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.   74.081.080.513,35 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp.89.270.719.161,00 

yang sah setelahPerubahan  

 

(2) Pendapatan Asli Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 

a. PajakDaerah 

1) Semula  Rp.   10.524.618.024,86  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.      348.248.620,00  

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 10.872.866.644,86 

 
b. RetribusiDaerah 

1) Semula Rp.    30.123.919.329,00  

2) Bertambah/(berkurang) (Rp.   1.132.252.657,00)  
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan  Rp. 28.991.666.672,00 

 

c. HasilPengelolaanKekayaanDaerah Yang Dipisahkan 

1) Semula  Rp.   19.961.574.474,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.     5.385.380.782,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 25.346.955.256,00 

yang Dipisahkan setelah Perubahan    
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  

1) Semula  Rp.     6.145.062.192,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.     111.669.672,33  

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Rp.    6.256.731.864,33 

setelah Perubahan 
 

(3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksud pada ayat (1)  huruf b 

terdiridarijenispendapatan: 

a. Dana BagiHasilPajak/BukanPajak 
1) Semula  Rp.   45.249.312.462,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  1.482.862.136,00 

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 46.732.174.598,00
  

b. Dana Alokasi Umum  

1) Semula Rp. 586.148.017.000,00  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00  

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 586.148.017.000,00 

 
c. Dana Alokasi Khusus  

1) Semula Rp.   63.238.890.000,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.         0,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp.   63.238.890.000,00 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1) Semula Rp.0,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.698.396.000,00 
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi Rp.  698.396.000,00 

dan Pemerintah Daerah Lainnyasetelah Perubahan 
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b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula Rp. 15.189.638.647,65  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  1.089.497.513,35 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Rp.  16.279.136.161,00 

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan   

 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula  Rp.    0,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 72.093.187.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususSetelah Perubahan
 Rp. 72.093.187.000,00 

 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya  
1) Semula  Rp.    0,00  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.        200.000.000,00 

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau  
dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula  Rp.  489.340.022.320,37  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 103.278.568.634,29 

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan 

 Rp.592.618.590.954,66 
 

b. Belanja Langsung 

1) Semula  Rp.  318.965.639.616,22  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.    17.842.846.266,17  

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.336.808.485.882,39 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja: 

 

a. Belanja pegawai sejumlah  
1) Semula  Rp.  436.667.619.395,40  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.   68.803.194.124,29 

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 505.470.813.519,69  
 

b. Belanja hibah sejumlah  

1) Semula  Rp. 10.605.216.938,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.32.770.101.600,00 

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp.   43.375.318.538,00  

 

c. Belanja bantuan sosial  
1) Semula  Rp.  4.827.295.520,00  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.119.272.910,00  

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp.  7.026.568.430,00 
 

d. BelanjabagihasilkepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa 

1) Semula  Rp.        354.900.000,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                 0,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp.  354.900.000,00 
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c. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 

1) Semula  Rp.   34.884.990.466,97  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.     6.000.000,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan                                                               

Rp.34.890.990.466,97 

 
e. Belanja tidak terduga  

1) Semula  Rp.    2.000.000.000,00  

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.  500.000.000,00) 
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp.1.500.000.000,00 

 

(3) BelanjaLangsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiridarijenisbelanja : 

a. Belanja pegawai  

1) Semula  Rp.   28.042.556.387,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  3.358.222.120,00  

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp.  31.400.778.507,00 

 

b. Belanja barang dan jasa  
1) Semula  Rp.  144.598.250.294,00 

    2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.408.331.602,04 

 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 
163.006.581.896,04 

 

c. Belanja modal  
1) Semula  Rp.146.324.832.935,22  

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 3.923.707.455,87) 

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 142.401.125.479,35 
 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah  
1) Semula  Rp.   46.923.744.324,58  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.   34.770.058.865,78  

Jumlah penerimaaan setelah Perubahan Rp. 81.693.803.190,36 
 

b. Pengeluaran sejumlah  

1) Semula  Rp.  9.018.507.549,50 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.   106.240.000,00  

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp.   9.124.747.549,50 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah  

1) Semula  Rp.   46.923.744.324,58  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 34.715.708.865,78 

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 

81.639.453.190,36 
(3) PenerimaanKembaliPemberianPinjaman 

1) SemulaRp.                           0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)       Rp.            54.350.000,00 
JumlahPenerimaansetelahPerubahanRp.      54.350.000,00 
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(4) Pengeluaransebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiridarijenispembiayaan: 

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah  
1) Semula  Rp      9.018.507.549,50  

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.    0,00  

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 

9.018.507.549,50 
 

b. Pembayaran Pokok Hutang 

1) Semula  Rp        0,00  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp.   106.240.000,00  

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang  

yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp.      106.240.000,00 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

5. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan  Kegiatan; 

6. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

8. Lampiran VII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini;  

9. Lampiran VIIIDaftar Pinjaman Daerah. 

   Pasal 6 

(1)  Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan 

belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnyadiusulkan dalam 

rancanganPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah.  

 
(2)  Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,pemerintah daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersediaanggarannya, dan pengeluaran 

tersebut disampaikan dalam LaporanRealisasi Anggaran (LRA).  Pengeluaran 
sebagaimana dimaksuddalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan 

mendesak. 

 
(3)  Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
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c.  berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan  

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(4)  Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

 

(5)  Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 
cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 

(6)  Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.  

 

(7)  Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 

 Pasal 7 
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan. 
Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa.  
 

Ditetapkan di  Sumbawa Besar 

pada tanggal  5 November 2012 
 

BUPATI SUMBAWA, 

 
 

 

JAMALUDDIN MALIK 
 

Diundangkan  di  Sumbawa Besar 

pada tanggal  5 November 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 

 

 
 

                        RASYIDI 
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